


2

Ps 2 dan Ps 3.
Kerugian Negara (2 pasal)

Ps 5 (1) a; Ps 5 (1) b; Ps 13; 

Ps 5 (2); Ps 12 a; Ps 12 b; 

Ps 11; Ps 6 (1) a; Ps 6 (1) b;

Ps 6 (2); Ps 12 c; Ps 12 d

Suap Menyuap (12 pasal)

Ps 8 ; Ps 9 ; Ps 10 a ; Ps 10 b ; Ps 10 c  

Penggelapan dalam Jabatan

(5 pasal)

Ps 12 e; Ps 12 g; Ps 12 f

Pemerasan (3 pasal)

Ps 12 B jo Ps 12 C

Gratifikasi (1 pasal)

Ps 12 i

Benturan Kepentingan

dalam Pengadaan (1 pasal)

Ps 7(1) a ; Ps 7(1) b ; Ps 7(1) c; Ps 7 
(1) d ;  Ps 7 (2) ; Ps 12 h

Perbuatan Curang (6 pasal)



• Menimbulkan sikap/mental pengemis;

• Secara tidak langsung menumbuhkan sikap tidak puas
terhadap diri sendiri dan hedonis;

• Menghalalkan segala cara agar dapat memuaskan
dirinya/memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, 
walaupun harus menyalahgunakan wewenang, 
melanggar hukum dan dapat merugikan
perekonomian/keuangan negara.





HADIAH

• Pemberian yang wajar

• Karena hubungan
baik, tidak terkait
sama sekali dengan
jabatan

GRATIFIKASI

• Pemberian dalam arti 
luas, penerima PN/Pn

GARTIFIKASI 
ILEGAL

• Berhubungan dengan 
jabatan dan

• Berlawanan dengan
kewajiban / tugasnya

SUAP

• Meeting of mind

• Transaksional

Disarikan dari pendapat

Prof. Dr. Topo Santoso, SH, MH, 

Guru Besar Hukum Pidana FHUI
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Mengapa harus ?

Mudah, 

murah

Akses dimana saja, 

kapan saja

Database 

terintegrasi

Cepat







Program yang bertujuan untuk
mengendalikan penerimaan gratifikasi
secara transparan dan akuntabel, 
melalui serangkaian kegiatan yang 
melibatkan partisipasi aktif badan
pemerintahan, dunia usaha, dan
masyarakat untuk membentuk
lingkungan pengendalian Gratifikasi. 
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Bagi Instansi

• Meningkatkan Pemahaman pegawai/pejabat terkait praktik gratifikasi

• Meningkatkan kesadaran pelaporan gratifikasi di lingkungan instansi

• Meminimalisasi kendala psikolgis melaporkan gratifikasi ke KPK

• Menciptakan dan menjaga lingkungan yang terkendali praktik gratifikasi

• Sebagai masukan perbaikan kebijakan dan strategi bagi manajemen

instansi

Bagi Pemangku Kepentingan

• Ketentuan gratifikasi menjadi lebih implementatif

• Mendorong terciptanya layanan publik yang bersih dari praktifk gratifikasi
37



• Komitmen

• Perangkat Aturan

Internal Gratifikasi

• Unit 

Pengendalian

Gratifikasi (UPG)

• Internalisasi aturan

• Diseminasi PPG

• Pengelolaan

laporan Gratifikasi

• dsb.

• Kesadaran

Melapor

• Laporan

• Manajemen Tools 

• Lingkungan

Pengendalian

yang 

Transparan dan

Akuntabel
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300  ☎

www.kpk.go.id 🌐

Call Center 198 ☎

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8448 ☎

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id ✉

✆

TERIMA 
KASIH


